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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PETUGAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN YANG MELEPASKAN NARAPIDANA DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA
Oleh
M REZA PAKIS SANJAYA

Yang menjadi permasalahan dalam skrpsi ini adalah, Bagai mana
pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatn yang
melepaskan narapidana? Bagaimana upaya penaggulangan bagi petugaslembaga
pemasyarakatan yang melepaskan narapidana?

Dan sesuai dengan ruanglingkup pemaslahan dalam penelitian ini adalah dititik
beratkan pada pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan
yang melepaskan narapidana dan upaya upaya dalam penaggulangannya dan
membahas hal hal lain yang bersangkutan dengan permasalahan skrpsi ini.

Berdasarkan penelusuran yang berkaitan dengan permasalahan diatas
penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi petugas
lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana. Pelaku dijerat dengan
hukuman pidana.Penjara, sesuai dengan pasal 426 ayat | KUHP Karena sengaja
melepaskan narapidana dan pasal 266 ayat I KUHP karena sengaja memalsukan
persyaratan untuk mendapatkan penghargaan dari lembaga pemasyarakatan.
Kurungan, berdasarkan pasal 426 ayat 2 KUHP karena lalainya petugas atau
disengajanya narapidana untukmelarikan diri.

Denda, sebagai hukuman penganti hukuman kurungan yang dijelaskan dalam
pasal 426 ayat 2 KUHP .

Hukuman tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu dijatuhkan atas dasar
pemalsuaan surat sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan dari lembaga
pemasyarakatan dan juga hukuman dari sangsi sebagai pegawai negri sipil.

Dan juga upaya penaggulangan bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang
melepaskan narapidana.Meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab sebagai
seseorang petugaslembaga pemasyarakatan.Penerapan hukuman dan sangsi
disiplin yang tegas kepada sesorang petugas lembaga pemasyarakatan.
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BAB II

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan suku suku
bangsa, yang memiliki ragam adat istiadat yang berbeda, dan indonesia merupaka
negara kesatuan yang berlandaskan atas hukum yang di jelaskan pada pasal 1 ayat
3 UUD 1945. Cabang ilmu hukum, yan melandasi berdirinya suatu negara salah
satunya adalah hukum pidana, yang mengatur tentang perbuatan-perbjuatan yang
merugikan yang diberi sangsi pidana. Didalam hukum pidana Lawrent
Friendmend memukakan bahwa “efektifitas sistem hukum disuatu negara

ditentukan dengan 3 (tiga) hal yaitu:

1. legal opinion (hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang)
2. sructure (aparat pembuat atau penegak hukum)

3. legal culture (peran serta masyarakat)

Didalam rangkaian pendapat lawren friedmend salah satunya yaitu “structure”
yang sangat dominan atau yang sangat besar pengaruhnya dalam penegakan
atau keefektifan suatu hukum berlaku di suatu negara, sebab kalau hukum
dibuat sebagus apapun tanpa cela namun “structure” nya tidak bisa berlaku
jujur dan adil dalam menjalankan hukuman itu maka akan runtuhlah negara
tersebut, namun walau dibuat sesederhana mungkin dan structurenya bersikap
jujur dan adil maka tertiblah suatu negara tersebut dan akan sangat baik dalam

penegakan hukum yang telah dibuat.



Marjhono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem
peradilan pidana “dalam sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari
lembaga lembaga seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakataan terpidana”

Dari hal diatas beliau mengemukakan tujuan system peradilan pidana

yaitu:

1) Mencegah masyarakat menjadi korban pidana

2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah di tegakan dan yang bersalah dipidana

3) Dan mengusahakan agar merka yang pernah melakukan kejahatan tidak

melakukan lagi kejahatanya.

Bertitik tolak dari hal tersebut beliau mengemukakan bahwa empat
komponen system peradilan pidana yaitu ( kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
lembaga pemasyarakataan)'. Dalam serangkaian sistem hukum pidana hakim
sebagai pemutus yaitu akan dijatuhi sanksi apa dan berapa lama setelah
melalui proses penyelidikan oleh aparat kepolisian dan proses penyidikan
oleh aparatur kejaksaan. Setelah diputusnya berapa lama sanksi seorang
pelaku kejahatan tersebut maka jakas melaksanakan putusan hakim dengan
memasukanya kedalam lembaga kemasyarakatan (lapas), dengan harapan
akan memperbaiki akhlak dari pelaku kejahtan tersebut agar dapat

berinterkasi dengan baik didalam masyarakat tempat asalnya.

! Anwar. Yesmil & Adang, 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjajaran.
Hal.40



Didalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan naungan dari
departemen Hukum dan Ham yang bertugas menjalankan proses putusan
hakim, lembaga lembaga pemasyarakatan terbagi bagi kelas dan jenis. Disana
pula terdapat aturan hukum, struktur dan aparatur penjaga lapas. Di dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 8
disebut bahwa “Petugas Pemasyarakatan Merupakan Pejabat Fungsional
Penegak Hukum yang Melaksanakan Tugas di Bidang Pembinaan
Pengamanan dan Pembimbingan Warga Pembina Pemasyarakatan’sebagai
pejabat fungsional penegak hukum, petugas pemasyarakatan terikat untuk

menegakkan integritas profesi dalam pelaksaaan misi pemasyarakatan.

Pada titik ini terdapat kerentanan terjadi ego sektoral dari masing- masing
lembaga. Terdapat kecendrungan dalam praktik selama ini pemasyarakatan
kurang memiliki kekuatan pengakuan yang kuat dari ketiga institut lainnya,
kepolisan, kejaksaan, pengadilan. Kemudian masih banyak pejabat penegak
hukum atau bahkan para ahli (pakar) hukum pidana yang menyatakan bahawa
institut penegak hukum hanya meliputi catur wangsa yang meliputi polisi,
jaksa, hakim dan penasehat hukum. Bahwa Undang- Undang Nomor 8 Tahun
2981 tentang KUHAP, telah memposisikan institut Lapas/Rutan sebagai bagian
(sub sistem) dari sistem peradilan pidana yang tugasnya adalah mendukung
sistem agar warga binaan pemasyarakataan menyadari  kesalahanya,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunaan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab.



Bagaimana dengan petugas apabila narapidana yang seharusnya dibina
agar menyadari kesalahanya justru malah membiarkan beberapa narapidana
berkeliaran, dalam peraturan pemerintah No 58 tahun 1999 dalam pasal 4
ayat 1 mengatakan bahwa “kepala Rutan, kepala Lapas dan pejabat yang
dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) beserta petugas Rutan, Lapas dan tempat

penahanan tertentu bertugas:

1) melaksanakan program perawatan
2) menjaga tahanan agar tidak melarikan diri
3) membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di

pengadilan

Dalam point B pasal 4 ayat 1 PP NO 58 tahun 1999 dikatakan bahwa salah
satu tugas dari petugas lembaga pemasyarakatan adalah “menjaga tahanan
tidak melarikan diri” disini berarti petugas lembaga pemasyarakatan tidak ada
hubungan apa apa dengan narapidana atau malah terikat kedalam sebuah

kesepakatan annatara petugas lapas dan nara pidana.

Namun pada kenyataanya dijaman masa reformasi hukum, banyak
sekali orang yang mencoba mencari celah keuntungan dibalik pekerjaan tanpa
memikirkan bertentangan atau tidak dengan tugas dan kewajibanya, apa lagi
dengan aturan hukum pidana yang ada dinegara ini banyak sekali mafia mafia
hukum atau pelaku pidana besar yang telah nyata nyata melanggar hukum dan

mendapat fonis hakim yang tetap masih berkeliaran bebas diluar lembaga



pemasyarakatan, seperti kata pendapat Andi Anjono®, *Hakim di Indonesia
masih menampakan keberpihakan pada yang kuat dan berkemampuan, baik
yang memutuskan perkara pidana atau perkara perdata”. Dari pendapat Andi
Anjuno akan lebih jelas maknanya jika kita menyimak pendapat yang
dikemukakan oleh Marc Galanter’,  Pihak-pihak yang memiliki kemampuan
lebih akan didominasi praktek hukum, yang berarti mereka mendapatkan
pelayanan keadilan yang lebih baik. Apratur hukum ( polisi, jaksa, hakim ) yang
harus bekerja pada suasana social dan hukum seperti ini tentunya juga akan
menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau
kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat

dikatakan sah ( Legal)”.

Tetapi jika penulis sedikit mengutip bahwa “aparatur negara di
indonesia masih berpihak kepada yang kuat dan yang mampu membayar”
apakah harus seperti ini yang mendasari mereka dalam menjalankan tugas
sebagai aparatur penegak hukum, atau mereka hanya mencari keuntungan
berkedudukan sebagai aparatur penegak hukum justru malah tidak menjalankan
tugas sebagaimana mestinya. Atau ada yang melatar belakangi masalah itu
sehingga mereka menganggap itu sebuah kelalaian, atau ada faktor

kesengajaan dengan hal-hal tersebut.

Dari hal-hal diatas kecendrungan orang yang memahami dengan

permasalahan hukum, namun banyak orang juga yang tidak memperhatikan

%&mr.—&%smﬂ—&ﬂ%dang; 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjajaran.
Hal 14

* Anwar. Yesmil & Adang, 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjajaran.
Hal 4



ketika fonis hakim telah diputus dan mereka merasa puas dengan putusan hakim
bahwa system hukum telah ditegakkan, dan pada hakikatnya mereka tidak
menyadari di balik dari berjalanya putusan hakim tersebut apakah putusan
hakim bener benar dijalankan atau dijalankan namun tidak diperhatikan, maka
dari itu penulis tertarik untuk membahasnya, yang penulis simpulkan dalam

sebuah rumusan.

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PETUGAS
LEMBAGA PEMASYARATKATAN (LAPAS) YANG MELEPASKAN

NARAPIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGANYA”

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga
pemasyarakatan yang melepaskan narapidana?

2. Bagaimana upaya  penanggulangan  bagi  petugas lembaga

pemasyarakatan yang melepaskan narapidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Titik berat dari sebuah permasalahan ini agar dapat dibahas lebih
terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup
pembahasan dalam penelitian ini diberatkan pada pertanggung jawaban
pidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang melepaskan narapidana

(LAPAS) dan upaya lembaga pemasyarakatan dalam menanggulanginya.



Namun tidak menutup kemungkinan akan membahas hal hal lain ynag

bersangkutan dengan permasalahan skripsi ini.

Dari segala hal upaya yang dilakukan tidak jauh pasti terdapat sebuah

tujuan, dalam penelitian permasalahan skrpsi ini tujuanya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi petugas
lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang melepaskan narapidana.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan lembaga

pemasyarakataan (LAPAS) yang melepaskan narapidana.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan
konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan
dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian dari
istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana adalah
suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau
terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah
terjadi.4

2) Petugas Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) adalah  Petugas
Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan

* Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan
Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal 33



tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan.

3) Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan
telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi
hukuman penjara.5

4) Upaya Penanggulangan adalah suatu usaha untuk menanggulagi
kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional vyaitu

memenuhi rasa keadilan dan daya guna.6
E. Metodelogi Penelitian

Metodelogi pada hakikatnya memberikan pedoman untuk memperlajari,
mengalisa dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi. Bertolak dari
judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini ada beberapa hal yang
menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode
pendekatan serta masalah yang diteliti.

1. Jenis penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berusaha
memahami, memecahkan dan memberikan penjelasan terhadap
permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan
mengumpulkan data, menyusun, megklarifikasikan dan menganalisa
serta menginterprestasikan data yang dipergunakan adalah data primer

dan data sekunder.

> http//wikipedia.pengertian-narapidana, diakses pada bulan Juni 2021
® Barda Nawawi Arif. Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3,
Jakarta. Hal 77-78



2. Sumber Data
Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan pengummpulan data
melalui data primer ialah pengumpulan data dengan cara observasi,
wawancara dan data sekunder ialah pungumpulan data melalui kepustakaan
seperti buku (Library Research).
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian keputusan
yang meliputi:

a) Bahan Hukum Primer, yakni dengan cara mengkaji peraturan
perundang undangan terutama mengenai pasal pasal yang ada
relefansinya dengan pokok pembahasan.

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni menghubungkan dengan teori-
teori, Konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin bahkan pandangan atau
pendapat para ahli Hukum, yang bahan bahanya di peroleh dari
buku-buku, karya-karya ilmiah, Artikel kabar dan majalah yang
ada kaitanya dengan pokok permasalahan.

c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang aparatur mendukung dan

ada Relefansinya dengan penulisan.

4. Analisis Data
Analisi data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis
secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara
menggambarkan kenyaatan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu

objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan
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dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian

dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap sripsi ini secara
keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:
BABI :PENDAHULUAN
Pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi,
permasalah dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan
kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta
sistematika penulisan.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sebagai pengatar dalam memahami pengertian
umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan
yang bersifat teoristis yang nantinya akan dipergunakan sebagai

bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

BAB III :PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan  tentang
pertanggungjawaban pidana bagi petugas lembaga

permasyarakatan (Lapas) yang melepaskan narapidana dan cara

penggulanggannya.
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:PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang
dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang

membangun.
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